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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATIBATANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 24 TAHUN 
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

BATANG TAHUN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 24 
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2019; 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
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Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2019, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
mi. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 24 TAHUN 2018 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019. 

Pasal I 

Menetapkan 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Tahun 2018 Nomor 10); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E 
Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 

NASIKHIN 

Diundangkan di Batang 
Pada tanggal Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG 

WIHAJI 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal Juli 2019 

BUPATI BATANG, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Batang. 

Pasal II 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001 
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WIHAJI 

BUPATI BATANG, 

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2019 sebaai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019; 

2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta 
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk menyusun 
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; dan 

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijadikan 
bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk 
periode berikutnya. 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2019 pada akhimya akan menjadi ukuran kinerja bagi perangkat 
daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangakat Daerah Tahun 
2019, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi 
harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan 
masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncakan. 

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut 
serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak 
yag terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai 
berikut: 

Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019 disusun sebagai 
jawaban atas perkembangan lingkungan internal maupun ekstemal 
dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batang juga menjamin 
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui program­ 
program pembangunan daerah. 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR TAHUN 2019 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BATANG NOMOR 24 TAHUN 
2018 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
BATANG TAHUN 2019 

URAIAN SECARA RINCI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 
2019 
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